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Oleh 

 

OMAR DAVIT KURANDI 

 

 

Biro Organiasai  Sekretariat Daerah Provinsi  Lampung sebagai salah satu instansi 

daerah yang mengimplementasikan Core Values BerAKHLAK yang berkaitan 

dengan budaya kerja yang baru. Yang menjadi permasalaha   utama dalam 

penelitian kali ini adalah  lambatnya adaptasi dari ASN di bagian RB&AK Biro 

organisasi sehingga hal ini membuat kinerja ASN menjadi terhambat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Core Values 

Adaptif. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Penelitian ini berdasarkan konsepsi dari Core Values Adaptif itu 

sendiri dengan prinsip Inovasi, Antusias Terhadap Perubahan dan kepribadian 

Proaktif. Berdasarkan hasil penelitian Bagian RB&AK Biro Organisasi belum 

menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan maksimal dalam aktivitas kerja yang 

ada di Bagian RB&AK Biro Organisasi, karena dalam implementasinya para 

pegawai hanya bisa memberikan saran dan pemikiran nya saja khususnya dalam 

prinsip Inovasi dengan struktur  kerja yang ada keputusan selalu ada tangan 

pimpinan, kemudian pada prinsip kepribadian proaktif juga belum 

diimplementasikan dengan maksimal karena para ASN tidak bisa melakukan 

improvisasi sesuai dengan kemauannya karena mereka harus mengikuti arahan dan 

perintah dari atasannya, walaupun dari prinsip antusias terhadap perubahan sudah 

di implementasikan dengan baik, tetapi secara keseluruhan implementasi Core 

Values Adaptif belum berjalan dengan baik. Saran dari penulis terhadap hal ini 

adalah dibutuhkan bounding yang baik antar pimpinan dan bawahnya bisa melalui 

rapat/diskusi internal dikantor sehingga mereka bisa saling memahami situasi satu 

sama lain dan diadakan seminar tentang Core Values Adaptif, supaya nantinya  

prinsip-prinsip Core Values Adaptif bisa dimplementasikan dengan maksimal. 
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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF ADAPTIVE CORE VALUES FOR 

BUREAUCRATIC REFORM & PERFORMANCE ACCOUNTABILITY 

(Case Study of the Regional Organization Bureau of the Regional Secretariat of 

Lampung Province) 

 

 

By 

 

OMAR DAVIT KURANDI 

 

 

The Bureau of Organization of the Regional Secretariat of Lampung Province, as 

one of the regional institutions, implements the Core Values of BerAKHLAK, 

which are related to the new work culture. The main issue in this research is the 

slow adaptation of Civil Servants (ASN) in the RB&AK section of the Bureau of 

Organization, which results in the hindrance of ASN performance. The purpose of 

this study is to examine the implementation of the Adaptive Core Values. This 

research uses a qualitative methodology with data collection techniques including 

interviews, observations, and documentation. The study is based on the concept of 

Adaptive Core Values itself, which includes the principles of Innovation, 

Enthusiasm for Change, and Proactive Personality. Based on the results of the 

study, the RB&AK section of the Bureau of Organization has not fully implemented 

these principles in their work activities. This is due to the fact that, in its 

implementation, employees can only provide suggestions and thoughts, particularly 

in the principle of Innovation, with the existing work structure where decisions are 

still in the hands of the leadership. Additionally, the principle of Proactive 

Personality has not been maximally implemented because ASN employees cannot 

improvise according to their own desires, as they must follow directions and orders 

from their superiors. Although the principle of Enthusiasm for Change has been 

implemented well, overall, the implementation of Adaptive Core Values has not 

been optimal. The author's suggestion is that there needs to be better bonding 

between leaders and subordinates, which can be done through internal meetings or 

discussions in the office, so they can better understand each other’s situations. 

Additionally, seminars on Adaptive Core Values should be held so that these 

principles can be fully implemented. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang-orang yang ada dalam suatu 

organisasi, institusi maupun perusahaan yang memberikan sumbangan 

pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan 

organisasi, instiutsi maupun perusahaan. Sumbangan yang dimaksud adalah 

pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan diberbagai kegiatan di tempat 

kerja, bisa diartikan bahwa Sumber Daya Manusia adalah penggerak suatu 

organisasi, baik institusi maupun perusahaan (Rostini dkk., 2016). 

 

Dalam kenyataanya Sumber Daya Manusia di pemerintahan khususnya para 

Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum sesuai dengan pernyataan diatas, 

masih terdapat banyak masalah didalamnya. Dimana ASN harusnya 

memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan 

guna mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Namun, dalam kenyataannya 

yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 

2022 yaitu, terdapat 35% ASN di Indonesia adalah Deadwood yang artinya 

para ASN ini seperti kayu mati karena kinerja yang diberikan ASN cenderung 

buruk. (Ade Miranti, Ika Aprilia, 2022) 

 

Pembangunan Sumber Daya Manusia lantas menjadi prioritas utama dalam 

agenda kerja Presiden Jokowi. Mempunyai Sumber Daya Manusia yang 

kompeten dan memiliki kemampuan yang terampil, khususnya di sektor 

pemerintahan merupakan salah satu hal yang penting, karena dengan memiliki 

Sumber Daya Manusia kompeten dan terampil tentunya hal ini bisa 

menghilangkan perspektif negatif yang selalu ditunjukan masyarakat kepada 
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pemerintah. Perspektif negatif ini selalu mengarah kepada cara kerja Aparatur 

Sipil Negara (ASN) yang berbelit-belit, lamban, tidak efisien, tidak responsif 

dan berbagai ciri negatif lainnya. 

 

Sumber Daya Manusia yang baik dapat tercipta apabila didukung oleh budaya 

kerja yang baik pula, dimana setiap individu mampu memberikan dampak 

membangun atau positif pada organisasi dimana ia berada (Djoko Setyo 

Widodo 2020). Namun, pemerintahan saat ini dapat dikatakan telah 

berkurangnya nilai-nilai dalam bekerja pada diri Aparatur Sipil Negara, hal ini 

dapat terlihat dari banyaknya kasus korupsi, pelanggaran kode etik,narkoba dan 

suap yang menjerat para ASN. 

 

Melihat kondisi Pemerintahan kita saat ini yang sedang bergerak menuju 

kearah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik yang tentu saja hal ini 

harus diimbangi dengan kemampuan adaptasi terhadap sistem pemerintahan 

yang baru ini. Namun untuk saat ini para ASN masih cenderung kurang adaptif 

terhadap lingkungan kerja. Hal ini dapat dilihat pada pemerintahan di Indonesia 

terutama pada pegawai pemerintahan yang masih lambatnya mengikuti 

perkembangan teknologi. 

 

Terdapat beberapa kasus di Indonesia terkait kurangnya keadaptifan ASN 

dalam penggunaan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang 

disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahwa terdapat 

30% ASN di Indonesia tidak melakukan pekerjaannya selama pemberlakuan 

sistem bekerja dari rumah atau Work Form Home. (Aulia Damayanti, 2022) 

 

Budaya kerja adalah pandangan hidup sebagai nilai-nilai dan sifat, kebiasaan 

yang menyangkut moral, sosial dan norma-norma perilaku yang mendasarkan 

pada kepercayaan, kemampuan dan prioritas seseorang (Djoko Setyo Widodo 

2020). Dalam hal ini budaya kerja adalah suatu kebiasaan di pekerjaan yang 

dibudayakan serta tercermin dari perilaku mereka saat bekerja. Sehingga hal 

ini harus tertanamkan di diri mereka sendiri. Dimana budaya kerja juga 

berbeda-beda antara organisasi satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan 

landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap organisasi yang 
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berbeda. 

 

Dalam menekankan Core Values BerAKHLAK yang didasari oleh nilai- nilai 

dasar ASN pada pasal 4 UU nomor 5 tahun 2014. Sering kali diterjemahkan 

dengan cara yang berbeda-beda oleh setiap instansi pemerintah sehingga 

masing-masing mempunyai Core Values yang berbeda-beda pula. Hal ini 

menyebabkan permasalahan adaptasi ASN. ketika terjadi mobilitas antar 

instansi pemerintahan. Perbedaan core values ini pula yang menyebabkan 

peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa tidak berfungsi dengan baik 

(Suryana dan Briando 2022) . 

 

Acara Launching Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang digelar secara virtual pada 27 Juli 2021 secara resmi Presiden Joko 

Widodo meluncurkan BerAKHLAK Core Values dan Employer Branding 

ASN, “Bangga Melayani Bangsa", kemudian disusul dengan dikeluarkannya 

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan 

Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Peluncuran Core Values bertujuan 

untuk menyatukan nilai-nilai bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat 

menjadi landasan budaya kerja ASN yang profesional. Nilai-nilai ASN 

BerAKHLAK menjadi motto dan landasan baru bagi ASN di Indonesia yang 

merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

 

Nilai Berorirntasi Pelayanan mengonsepkan ASN berkomitmen memberikan 

pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, nilai Akuntabel mengharapkan 

kemampuan ASN mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan 

penuh tanggung jawab, nilai Kompeten mengharapkan agar ASN dapat 

meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar, nilai Harmonis merupakan 

konsep yang saling peduli, menghargai, dan bertolenrasi dalam perbedaan, 

nilai Loyal berarti mampu berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan 

Negara, nilai Adaptif membuat ASN siap menghadapi ataupun menjadi motor 

perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi, sedangkan 
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Gambar 1. Indeks Implementasi BerAKHLAK 

Kolaboratif adalah nilai yang saling bersinergi dalam bekerja sama (Syawitri 

dkk., 2022). Dalam kenyataannya masih terdapat masalah didalamnya seperti 

hasil survei yang di lakukan oleh MenPANRB pada tahun 2023 terhadap  

indeks implementasi BerAKHLAK Pemerintahan Provinsi Lampung, dari 7 

nilai BerAKHLAK memiliki indeks yang berbeda-beda yaitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : MenPANRB 

 

 

Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa Nilai indek  Core Values Adaptif 

tergolong yang paling buruk yaitu dengan keterangan tidak sehat, berbeda 

dengan nilai indeks lainnya. 

 

Dari akronim dan penjabarannya dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai dasar 

yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan nilai dasar yang harus dimiliki 

dan dibiasakan oleh ASN sehingga menjadi budaya kerja ASN yang baik sesuai 

dengan keinginan pemerintah dalam memberikan pelayanan. Karena budaya 

kerja yang baik akan menghasilkan layanan yang baik. 

 

Salah satu lembaga atau instansi yang mengimplementasikan Core Values 

BerAKHLAK adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan lembaga 

yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, tatalaksana, administrasi pelayanan publik, 

peningkatan kinerja dan kepegawaian serta reformasi birokrasi. 
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Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan salah satu 

Biro yang ada dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung. Posisi Biro Organisasi yang merupakan salah satu bagan 

penting dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, oleh karena itu Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merupakan leading sektor 

dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang 

menangani masalah penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi 

Lampung termasuk didalamnya masalah pengembangan budaya kerja, tentu 

dalam upaya meningkatkan hasil kerja yang baik. 

 

Sejalan dengan implementasi Core Values Adaptif di Bagian RB & AK Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan kenyataan di lapangan 

berdasarkan hasil observasi awal masih terdapat beberapa pegawai yang belum 

mengimplementasikan nilai Adaptif sesuai dengan semestinya, Adaptif ini 

berarti mampu untuk berinovasi dan menyesuaikan dengan lingkungan yang 

ada, berdasarkan observasi awal saya masih terdapat ASN yang belum mampu 

mengimplementasikan nilai Adaptif dengan baik. Hal ini selaras dengan hasil 

pra-penelitian peneliti pada saat melakukan magang, bahwa masih ada 

beberapa pegawai yang masih belum adaptif ditandai dengan mereka belum 

bisa memahami dan mengoprasikan terkait pengadaan barang dan jasa pada 

Bagian RB & AK Biro Organisasi melalui E-Catalogue, hal ini tentu saja dapat 

menghambat jalannya birokrasi di Bagian RB & AK Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung. 

 

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggali informasi dari peneliti- peneliti 

terdahulu seperti jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yang 

peneliti ambil. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait 

dengan tema yang peneliti kaji: 

 

Pertama, skripsi yang berjudul “ Pengaruh Penerapan Core Valeus 

“AKHLAK” Terhadap Komitment Organisasional Karyawan” penelitian ini 

dibuat oleh Ahmad Agung (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

apakah terdapat pengaruh core values “AKHLAK” terhadap komitmen 
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organisasional para karyawan yang pada PT Perkebunan Nusantara VII. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan 

pendekatan asosiatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa core values 

memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasional pada karyawan 

PT Perkebunan Nusantara VII.  

 

Kedua, jurnal yang berjudul “ Efektifitas Core Value BerAKHLAK dalam 

Meningkatkan Kepribadian Pegawai (studi kasus BKPSDM Kota Banjar)” 

penelitian ini dibuat oleh Ading Achmad (2023). Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektifitas dari Core Value BerAKHLAK dalam 

Meningkatkan Kepribadian Pegawai. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa core value BerAKHLAK cukup efektif dalam 

meningkatkan kepribadian pegawai, tetapi masih banyak faktor penghambat 

salah satunya faktor dari SDM nya itu sendiri. 

 

Ketiga, jurnal yang berjudul “ Implementasi Budaya Kerja Core Value 

Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK” penelitian ini dibuat oleh Lilis, 

Gerda dan R. Rindu (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengimplementasian Core Value BerAKHLAK di Kota Banjar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini disimpulkan 

bahwa pelaksanaan implementasi Core Value ASN BerAKHLAK di 

Sekretariat Daerah Kota Banjar sudah berjalan cukup baik, namun perlu 

ditingkatkan lagi kesadaran pegawai serta komitmen bersama dalam 

penerapan budaya kerja Core Value ASN BerAKHLAK di Sekretariat Daerah 

Kota Banjar. 

 

Keempat, jurnal yang berjudul “ Penerapan Core Values BerAKHLAK dalam 

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan” penelitian ini dibuat oleh Nawang, 

Andjani (2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

penerapan Core Values BerAKHLAK. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti 
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dapat mendeskripsikan penerapan core values BerAKHLAK dengan baik. 

 

Kelima, skripsi yang berjudul “ Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT United Tractir tbk Bandar Lampung” penelitian ini dibuat oleh 

Lintong Bastian (2014). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan pada PT United Tractors 

Tbk. Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif dan kuantitatif (campuran). Hasil dari penelitia ini 

adalah membuktikan adanya pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan 

yang bekerja di PT United Tractors Tbk. 

 

Dari penelurusan beberapa penelitian terdahulu tersebut, kesamaan antara 

penelitian yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu yang ditemukan adalah 

terdapat pada penggunaan pendekatan kualitatif dan metode dekriptif. Namun 

terdapat beberapa perbedaan diantaranya lokasi penelitian, lokasi penelitian ini 

dilakukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dengan 

fokus pembahasan implementasi core values BerAKHLAK, tentunya akan 

terdapat beberapa perbedaan pada hasil penelitian. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah : Bagaimana Implementasi Core Values Adaptif di bagian 

Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja (RB & AK) Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui Implementasi Core Values Adaptif di bagian Reformasi 

Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja (RB & AK) Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung? 

 

 

  1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1 Manfaat Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam kajian ilmu 

pemerintahan, khususnya dibidang organisasi dan manajemen Sekretariat 

daerah Provinsi Lampung. 

2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap para praktisi birokrasi di bagian Reformasi Birokrasi & 

Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung. 

 

 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tinjauan Implementasi 

2.1.1 Pengertian Implementasi 

Implementasi merupakan tahap krusial dalam suatu proses perencanaan, di 

mana ide atau rancangan yang telah disusun sebelumnya mulai dijalankan 

secara nyata di lapangan. Implementasi tidak sekadar menjalankan aktivitas, 

melainkan melibatkan proses adaptasi, koordinasi antar pihak terkait, serta 

monitoring berkelanjutan untuk memastikan tujuan dapat tercapai sesuai 

rencana. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu 

peratuiran atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai 

atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah 

dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi 

merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan 

peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut 

adalah sebagai berikut. 

 

Menurut Oktasari (2015), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to 

implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untukmelaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak 

atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan 

dampak atau akibat itu dapat berupa undang- undang, peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga 

pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 
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Sedangkan menurut Horn dalam buku Tahir (2014:55), ”mengartikan 

implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik 

individu/pejabat atau kelompok-kelompok diarahkan pada pencapaian 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. 

 

Kemudian menurut Mulyadi (2015), implementasi mengacu pada tindakan 

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. 

Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut 

menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan 

besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. 

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang 

seharusnya terjadi setelah program dilaksanaka. 

 

Implementasi menurut teori Jones dalam buku Mulyadi (2015): “Those 

Activities directed toward putting a program into effect” (proses 

mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut 

Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) 

that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang 

dilakukan pemerintah). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

implementasi adalah tindakan atau proses yang dilakukan setelah suatu 

kebijakan ditetapkan, sehingga suatu kebijakan dapat mecapai tujuannya jika 

kebijakan tersebut sudah diimplementasikan. 

 

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaankeputusan 

dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: 

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan. 

2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 

3. Kesedian kelompok sasaran menjalankan keputusan. 

4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. 

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. 

6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.  
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Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting 

yakni: 

a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode. 

b. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima 

dan dijalankan 

c. Penyedian layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. 

 

2.1.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan 

keputusan. Implementasi kebijakan adalah tahapan penting dalam realisasi 

kebijakan secara komprehensif, oleh karena itu pada bagian ini akan 

dijabarkan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip 

Winarno (2007) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipandang 

dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai 

aktor, organisasi prosedur dan tehnik yang bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan 

pelaksanaan kegiatan administratif yang legitimasi hukumnya ada. 

Pelaksanaan kebijakan melibatkan berbagai unsur dan diharapkan dapat 

bekerjasama guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Menurut Van Mater dan Van Horn dalam buku Widodo (2021). Implementasi 

kebijakan menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan 

oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini, pada suatu saat 

berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola- pola 

operasional, serta melanjutkanusaha-usaha tersebut untuk mencapai 

perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh 

keputusan-keputusan kebijakan tertentu. 
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Menurut Winarno (2002) “Implementasi kebijakan merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 

yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan”. Berdasarkan pendapat Winarno 

tersebut, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, 

merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai 

proses keluaran (output) maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi 

prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

Menurut Dwijowijoto (2003) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah 

cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak 

kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua 

pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau 

turunan dari kebijakan tersebut. 

 

Menurutu Mazmanian dan Sabatier dalam buku Widodo (2001) Implementasi 

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam 

bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau 

keputusan- keputusan yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin 

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. 

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu. Kemudian 

output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan pelaksana, 

kesediaan dilaksanakannya keputusan tersebut oleh kelompok sasaran, 

dampak nyata, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang 

mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap 

keputusan tersebut. 

 

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu 
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komunikasi yang efektif antara pembuat dan pelaksana kebijakan, 

ketersediaan sumber daya yang memadai, sikap dan komitmen pelaksana di 

lapangan, serta struktur organisasi yang mendukung. Di samping itu, konteks 

sosial, politik, dan birokrasi juga memainkan peran penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu implementasi. 

 

Dengan demikian, implementasi bukanlah proses yang bersifat mekanis, 

melainkan dinamis dan sering kali memerlukan penyesuaian terhadap realitas 

yang ada di lapangan. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada 

sinergi antara kebijakan yang jelas, pelaksana yang kompeten, dan sistem 

yang mampu menjamin akuntabilitas serta responsivitas terhadap 

pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya yang 

dijalankan oleh aktor didalamnya dalam penelitian ini aktor yang dimaksud 

adalah para ASN, supaya tujuan dari kebijakan itu tercapai. 

 

 

2.2 Tinjauan Core Values 

Core values adalah keyakinan dasar tentang panduan perilaku untuk para 

individu dan kelompok. Core values mengandung unsur aturan didalamnya 

dengan membawa gagasan-gagasan dari para individu tentang apa sesuatu yang 

dianggap baik, benar atau yang diharapkan. Core Values bersifat konten dan 

intens. Core values bersifat konten yang berarti menjadi panduan model 

perilaku yang harusdiperhatikan. 

 

Core values juga bersifat intens yang artinya berisi alasan mengapa gagasan itu 

penting diperhatikan. Ketika mengurutkan nilai-nilai individu dalam hal 

intensitasnya, maka diperoleh sistem nilai tersebut. Ketika memiliki hierarki 

nilai yang membentuk sistem nila maka muncul rasa kekeluargaan yang 

penting ketika menetapkan nilai- nilai seperti kebebasan, kesenangan, harga 

diri, kejujuran, ketaatan, dan kesetaraan (Robbins & Judge, 2011). 

 

Core Values adalah dasar dimana anggota perusahaan mengambil keputusan, 

merencanakan strategi, dan berinteraksi satu sama lain serta pemangku 

kepentingannya. Core Values mencerminkan apa yang penting bagi organisasi 
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dan anggotanya. Dalam tafsir lain juga disebutkan bahwa Core Values adalah 

sebuah prinsip yang memandu perilaku internal organisasi serta hubungannya 

dengan dunia luar. Core Values biasanya dirangkum dalam pernyataan misi 

atau pernyataan nilai inti (Suryana dan Briando 2022). 

 

Core Values yang dianut oleh individu atau organisasi harus 

mempunyaiorientasi yang menjadi arah dan menjadikan nilai-nilai yang dianut 

mempunyai makna. Sistem nilai budaya yang dianut secara universal berkaitan 

dengan jawaban atas lima pertanyaan, 1) Apa yang dimaksud dengan fokus 

kehidupan yang bersifat sementara, 2) Apa modalitas aktivitas manusia, 3) Apa 

modalitas hubungan seseorang dengan orang lain dalam kelompok, 4) Apa 

hubungan manusia dengan alam, dan 5) Apa yang dimaksud dengan sifat 

bawaan manusia, (Bleidorn 2015). 

 

Lima pertanyaan mendasar tersebut dapat disimpulkan sebagai orientasi hidup, 

orientasi aktivitas, orientasi hubungan, hubungan pribadi dengan alam dan 

manusia dengan alam. Hal inilah yang kemudian menjadi urgensi nilai-nilai 

inti di kalangan Aparatur Sipil Negara. Kesatuan nilai-nilai dasar dan orientasi 

kerja diperlukan sebagai model bersama. Sebab selama ini ditemukan nilai-

nilai dasar yang beragam di berbagai instansi pemerintah. Kondisi yang 

bervariasi tersebut membuka kemungkinan terjadinya perbedaan langkah, 

kebijakan, dan tekanan dalam konsep dan praktik pelayanan publik yang 

diberikan. Oleh karena itu, peluncuran Core Values dan Employer Branding 

menarik untuk dieksplorasi, setidaknya karena beberapa alasan (Idris, Ramli, 

Agustang,& Kesuma, 2015). 

 

 

Pertama, peluncuran ini menandai pentingnya langkah terpadu dalam 

memberikan pelayanan publik. Jika selama ini banyak terdapat perbedaan 

konsep dan tata kerja pelayanan publik pada instansi pemerintah pusat dan 

daerah, maka peluncuran ini bisa menjadi titik awal yang sangat penting untuk 

menjadikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai sasaran bersama. Dalam 

pandangan ini, tujuan utamadari semangat nilai dasar dan branding adalah 
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bagaimana memberikan dan mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat 

dengan didukung kapasitas ASN yang mumpuni (Denhardt & Denhardt, 2000). 

 

Kedua, pencanangan Core Values dan Employer Branding yang merupakan 

kesempatan bersama untuk bekerja secara profesional dan substantif. Dengan 

tantangan keserbagunaan yang terwujud dalam berbagai disrupsi di segala 

aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka satu-satunya pilihan 

yang berani terletak pada upaya mewujudkan profesionalisme secara optimal. 

Profesionalismemerupakan gelar yang hanya dapat dicapai dengan 

mendapatkan tiket upaya peningkatan kapasitas secara terstruktur dan 

terukur. 

 

Namun perlu disadari bahwa semangat dan modus gimmick yang digaungkan 

perlu dikawal dan diwujudkan dalam langkah-langkah konkrit guna 

mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Pada titik ini, upaya substantif 

jelas lebih dibutuhkan daripada pemahaman mandiri mengenai semangat 

sloganistik (Breakey & Sampford, 2017). 

 

 

2.3 Tinjauan Core Values BerAKHLAK 

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values 

dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Core Values BerAKHLAK 

adalah sebuah pedoman budaya kerja yang harus diyakini dan 

diimplementasikan oleh para ASN yang ada di Indonesia, dengan tujuan untuk 

menyamakan semua budaya kerja di semua instansi pemerintahan, supaya bisa 

menjadi salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia 

(world classgovenrnment). BerAKHLAK sendiri adalah akronim dari 

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif. 

 

2.3.1 Core Values Berorientasi Pelayanan 

Berorientasi Pelayanan dapat diartikan berkomitment memberikan pelayanan 

pima demi kepuasan masyarakat, terdapat tiga kata kunci dalam Core Values 

Berorientasi Pelayanan yaitu responsivitas, kualitas dan kepuasan. Panduan 
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perilaku Berorientasi Pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti dan ramah, cekatan, solutif dan 

dapat diandalkan (Amarato, 2022). Berdasarkan penjabaran sebelumnya 

terdapattiga kata kunci dalam Core Values Berorientasi Pelayanan yaitu 

responsivitas, kualitas dan kepuasan. 

 

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk menunjukan keselarasan 

antara program dan kegiatan serta mengembangkan program-program sesuai 

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, semakin banyak keinginan dan 

kebutuhan masyarakat yang diprogramkan maka organisasi tersebut dinilai 

semakin baik (Hormon dalam Agus dwiyanto, (2003). 

 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, 

layanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa 

yang diharapakan (Goetch & Davis, 1995). 

 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil 

kinerja yang dirasakanya dengan harapan, jadi tingkat kepuasan merupakan 

fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan, apabila 

kinerja tidak sesuai dengan harapan maka konsumen akan kecewa, apabila 

kinerja sesuai dengan harapan konsumen akan puas, sedangkan jika kinerja 

melebihi harapan maka konsumen akan sanagat puas. Harapan konsumen 

dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya 

(Olivier, 2019). 

 

2.3.2 Core Values Akuntabel 

Akuntabel dapat diartikan bertanggung jawab atas kepercayaan yang 

diberikan, terdapat empat kata kunci dalam Core Values Akuntabel yaitu 

integritas, konsisten, dan transparan. Panduan perilaku Akuntabel yaitu 

melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan 

berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan maupun barang milik negara 

secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan (Amarato, 

2022). Berdasarkan penjabaran sebelumnya terdapat empat kata kunci dalam 

Core Values Akuntabel yaitu integritas, konsisten, dapat dipercaya dan 
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transparan. 

 

Integritas adalah pola pikir, sikap jiwa dan gerakan hati nurani seseorang yang 

dimanifestasikan dalam ucapan, tindakan danperilaku seperti jujur, 

konsisten, komitment, objektif, disiplin serta bertanggung jawab akan segala 

tindakannya (Abdullah H, 2019). Konsisten dapat diartikan sebagai 

kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, konsisten berarti setiap individu 

berusaha untuk menyelaraskan sikap dan perilaku agar terlihat rasional dan 

konsisten, hal ini berarti seseorang yang konsisten memiliki sikap tetap dan 

selalu berusaha untuk menyelarasakan perkataan, sikap dan perilakunya 

(Robbins & Coulter, 2010). 

 

2.3.3 Core Values Kompeten 

Kompeten dapat diartikan keterampilan seseorang yang ditujukan pada 

kemampuan bertindak konsisten dalam memberikan kinerja yang terampil 

dalam pekerjaan yang spesifik, adapun kata kunci dalam Core Values 

Kompeten yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility dan ahli 

dibidangnya. Panduan perilaku Kompeten yaitu meningkatkan kompetensi 

diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain 

belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik (Amarato, 2022) 

 

 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya terdapat lima kata kunci dalam Core 

Values Kompeten yaitu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility 

dan ahli dibidangnya. Kinerja adalah hasil kerja dan tindakan yang dicapai 

dengan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka 

waktu tertentu, dan indikator kinerja antara lain kualitas (Mutu) yaitu 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melihat kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan oleh suatu proses tertentu. Kuantitas yaitu untuk mengukur kinerja, 

juga bisa dilakukan dengan cara melihat dari kuantitas (jumlah) yang 

dihasilkan seseorang. Waktu yaitu untuk jenis pekerjaan tertentu, ada batas 

waktu penyelesaian pekerjaan. Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan 

terhadap tenggat waktu, dapat diasumsikan bahwa kinerjanya tidak baik dan 

sebaliknya. Ketepatan waktu yaitu di mana kegiatan dapat diselesaikan atau 
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hasil produksi dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan jika semua 

indikator ini tercapai maka didapatkanlah kinerja terbaik (Kasmir, 2019). 

 

Sukses memiliki arti yang sederhana namun mendalam sehingga kesuksesan 

berarti keberhasilan atau keberuntungan, kemudian sukses itu sendiri bukan 

berarti memiliki banyak materi ataupun jabatan. Namun, berhasil pergidari 

satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan antusiasme. 

 

Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah 

kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi 

dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. 

Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan 

tujuan sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan. 

 

Learning Agility adalah faktor kunci yang membedakan mereka yang mampu 

mengekstraksi paling banyak pembelajaran dari pengalaman apapun dan 

kemudian menerapkannya dan learning agility merupakan faktor 

pembedadalam kesuksesan karir seseorang (Hallenback, 2016). 

 

Ahli dibidangnya atau profesional adalah sebutan bagi seseorang yang 

mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara mendalam, mampu 

melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus 

selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. 

Untuk mencapai sukses dalam bekerja, seseorang harus mampu bersikap 

profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki 

keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang 

dimilikinya tersebut. (A.S. Moenir, 2002). 

 

2.3.4 Core Values Harmonis 

Harmonis dapat diartikan saling peduli dan menghargai segalaperbedaan 

yang ada, terdapat tiga kata kunci dalam Core Values Harmonis yaitu peduli 

(caring), perbedaan (diversity) danselaras. Panduan perilaku Harmonis yaitu 

menghargai setiaporang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain 

danmembangun lingkungan kerja yang kondusif (Amarato, 2022). 

 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya terdapat tiga kata kunci dalam Core 
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Values Harmonis yaitu peduli, perbedaan dan selaras. Peduli 

adalah sebuah nilai  dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif 

terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. 

 

Peduli atau caring adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan 

diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. 

Perbedaan atau diversity adalah perbedaan seseorang yang dipengaruhi oleh 

dimensi primer dan dimensi sekunder. Dimensi primer adalah dimensi yang 

dipengaruhi usia, gender, kemampuan fisik,orientasi seksual, ras dan etnis. 

Sedangkan dimensi sekunder dipengaruhi oleh pendidikan, status keluarga, 

peran dan tingkatorganisasi, agama, bahasa, pendapatan, lokasi geografis, dan 

lainnya (Hayes & Niemeier, 2009). Selaras artinya dalam kehidupan selalu 

menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan tuhan, 

alam dan sesama manusia. 

 

 

2.3.5 Core Values Loyal 

Loyal dapat diartikan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa 

dan negara, kata kunci dalam Core Values Loyal yaitu komitmen, dedikasi, 

kontribusi, nasionalisme dan pengabdian. Panduan perilaku Loyal yaitu 

memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik ASN, pimpinan, 

instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara (Amarato, 2022). 

 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya terdapat lima kata kunci dalam Core 

Values Loyal yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme dan 

pengabdian. Komitmen adalah suatu sikap yang mencerminkan seseorang 

mau berbuat dalam upaya tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif 

dan efisien, seseorang dianggapberkomitmen apabila individu tersebut 

bersedia mengobarkanwaktu dan tenaga untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan (Glickman 2007).  

 

Dedikasi berarti merasa terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan 

mengalami rasa kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan 
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tantangan, sehingga saat mengerjakan sesuatu para pekerja akan memberikan 

segalanya untuk pekerjaan itu (Schaufeli dan Bakker, 2004). 

 

Kontribusi adalah ikut serta ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain 

sebagainya dalam kegiatan, kemudiam adapun yang dimaksud dengan 

kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa 

informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan 

(Soerjono & Djoenaesih, 1997). 

 

Nasionalisme adalah suatu evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa 

atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nasionalisme 

diwujudkan melalui: 

 

a) cinta terhadap tanah air dan bangsa, b) berpartispasi dalam pembangunan, 

c) menegakkan hukum dan keadilan sosial, d) memanfaatkan sumber daya 

sekaligus berorientasi pada masa depan, e) berprestasi, mandiri, dan 

bertanggungjawab, serta f) siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat 

dalam kerja sama internasional (Kusumawardani dan Faturochman, 2004). 

 

Pengabdian berasal dari kata abdi yang artinya menghambakan diri, patuh, 

dan taat terhadap siapa saja yang diabdi lalu pengabdian dapat diartikan 

pelaksanaan tugas dengan kesungguhan hati atau dengan  secara  ikhlas  atas  

dasar keyakinan atau perwujudan kasih sayang, cinta, tanggung jawab dan 

lain sebagainya kepada sesuatu (Munandar, 1998). 

 

2.3.6 Core Values Adaptif 

Adaptif dapat diartikan terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan 

ataupun menghadapi perubahan, terdapat tiga kata kunci dalam Core Values 

Adaptif yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. Panduan 

perilaku Adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus 

berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif 

(Amarato,,2022). 

 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya terdapat tiga kata kunci dalam Core 
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Values Adaptif yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan dan,proaktif. 

Menurut Roger dalam buku Suwarno (2008:9) Inovasi sebagai suatu ide, 

gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu 

hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi kemudian 

dilaksanakan. 

 

Robbins (2002) mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang 

diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau jasa, 

dalam konteks penelitian ini untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu 

kebijakan atau peraturan. Berdasarkan penjelasan tersebut, inovasi terfokus 

pada tiga hal utama, yaitu: 

1 Gagasan baru, yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena 

yang sedang terjadi 

2 Produk atau jasa, yaitu langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang 

ditindaklanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, dan percobaan sehingga 

melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa 

yang siap dikembangkan dan diimplementasikan, dalam konteks 

penelitian ini menghasilkan sebuah kebijakan atau peraturan yang siap 

dikembangkan 

3 Upaya perbaikan, yaitu usaha sistematis untuk melakukan 

penyempurnaan dan melakukan perbaikan secara terus menerus. 

 

Antusias terhadap perubahan. Menurut KBBI antusias adalah bergembira atau 

bersemangat. Menurut Kurt Lewin dalam (Hussain, S,T. 2016) 

menggambarkan terdapat 3 langkah tahapan dalam perubahan terencana yang 

menjelaskan bagaimana mengambil inisiatif, mengelola dan menstabilisasi 

proses perubahan Proses ini adalah unfreezing, movment and refreezing. 

1) Unfreezing atau Pencarian 

Merupakan tahapan yang memfokus pada penciptaan motivasi untuk 

berubah. Individu didorong untuk mengganti prilaku dan sikap yang lama 

degan yang diinginkan manajemen. Unfreezing merupakan usaha 

organisasi untuk mengatasi resistensi individual dan kesesuaian kelompok. 

Proses pencarian tersebut merupakan adu kekuatan antara faktor 
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pendorong dan faktor penghambat bagi perubahan dari status quo. Untuk 

dapat menerima adanya suatu perubahan, diperlukan adanya kesiapan 

individu. pencarian ini dimaksudkan agar seseorang tidak terbelenggu 

oleh keinginan mempertahankan diri dari status quo dan bersedia 

membuka diri. 

 

2) Movement atau Bergerak 

Merupakan tahapan pembelajaran dimana pekerja diberi informasi baru, 

model prilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Maksudnya 

adalah membantu pekerja belajar konsep atau titik pandang baru. Para 

pakar merekomendasikan bahwa yang terbaik adalah untuk 

menyampaikan gagasan kepada para pekerja bahwa perubahan adalah 

suatu proses pembelajaran berkelanjutan dan bukannya kejadian sesaat. 

 

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi panutan. Artinya, 

cara paling efektif untuk mempelajari perspektif baru atau membentuk 

sikap baru adalah dengan melihat bagaimana orang lain melakukannya dan 

menggunakan orang tersebut sebagai panutan untuk mengembangkan 

sikap atau perilaku baru. Dengan demikian, perlu dibangun kesadaran 

bahwa pada dasarnya kehidupan adalah suatu proses terus menerus. 

 

3) Refreezing atau Pembekuan 

Merupakan tahapan dimana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan 

membantu pekerja mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah 

berubah kedalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini 

dilakukan dengan memberi pekerja kesempatan untuk menunjukan prilaku 

dan sikap yang baru. Sikap dan prilaku yang sudah mapan kembali  

tersebut perlu dibekukan, sehingga menjadi norma-norma baru yang 

diakui kebenarannya. Dengan terbentuknya prilaku dan sikap yang baru, 

perlu diperhatikan apakah masih sesuai dengan perkembangan lingkungan 

yang terus berlangsung. Apabila ternyata diperlukan perubahan kembali, 

makan proses unfreezing akan dimulai kembali. 

 

Bateman & Crant (1993) mendefinisikan kepribadian proaktif merupakan 
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tindakan individu yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan melalui 

identifikasi peluang, menunjukan insiatif, dan bertahan sampai membawa 

perubahan yang bernilai dalam lingkungannya. Kepribadian proaktif 

dicirikan dengan. 

1) kemampuan mengidentifikasi peluang, yaitu kemampuan individu dalam 

mengenali peluang lebih dulu dari orang lain 

2) menunjukkan inisiatif, yaitu kecenderungan individu untuk memperbaiki 

hal yang tidak disukainya dan selalu mencari cara yang lebih baik untuk 

melakukan sesuatu 

3) mengambil tindakan, yaitu kemampuan individu untuk mewujudkan 

gagasannya menjadi kenyataan dan membuat perubahan di 

lingkungannya 

4) gigih, yaitu kecenderungan individu untuk tetap mempertahankan 

gagasan dan keyakinannya hingga mencapai perubahan yang berarti 

meskipun menghadapi berbagai rintangan. 

 

2.3.7 Core Values Kolaboratif 

Kolaboratif dapat diartikan membangun kerjasama yang sinergis antar 

ASN, kata kunci dalam Core Values Kolaboratif yaitu kesediaan bekerjasama 

dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Panduan perilaku Kolaboratif yaitu 

memberikesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka 

dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakan 

pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama (Amarato,2022). 

 

Berdasarkan penjabaran sebelumnya terdapat dua kata kunci dalam Core 

Values Kolaboratif yaitu kesediaan bekerjasama dan sinergi untuk hasil yang 

lebih baik. Kesedian bekerjasama artinya adalah kemauan untuk bekerja 

sama, sedangkan kerjasama sendiri berarti pengelompokan yang terjadi di 

antara makhluk hidup yang kita kenal, kerja sama atau belajar bersama adalah 

proses beregu (berkelompok) di mana anggota- anggotanya mendukung dan 

saling mengandalkan untuk mencapai suatu, ruang kelas dan ruang kerja 

tempat yang sangat baik untuk membangun kemampuan kelompok (tim), yang 

anda butuhkan kemudian di dalam kehidupan (Lewis Thomas dan Elaine B. 
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Johnson, 2014). 

Sinergi untuk hasil yang lebih baik, sinergi sendiri berarti adalah sebuah 

proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan 

menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari 

pengaruh mereka secara individual. Sinergi bukanlah sesuatu yang dapat 

dipegang oleh tangan manusia tetapi suatu istilah yang bearti 

melipatgandakan pengaruh yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa 

individu berlipat ganda secara eksponsial melalui usaha bersama (Deardorff 

dan Williams, 2006), berarti sinergi yang lebih baik adalah hubungan 

kerjasama yang lebih baik. 

 

Dengan melihat latar belakang masalah, peneliti memfokuskan mengenai 

Core Values Adaptif ASN di Bagian RB & AK Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung. Dimana untuk saat ini ASN harus dituntut untuk 

adaptif terutama dilingkungan kerja yang selalu diberikan tuntutan pekerjaan 

yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dengan menjadi adaptif, 

ASN dapat lebih responsive terhadap perubahan, meningkatkan efisinsi dan 

memenuhi tuntutan pekerjaan yang ada. 
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2.4 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah suatu modal konseptual tentang bagaimana teori- teori 

hubungan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai suatu permasalahan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan uraian teori yang telah 

dikemukakan, maka disusun kerangka pikir untuk penelitian ini, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lambatnya  adaptasi ASN di Bagian RB dan AK Biro Organisasi dalam 

menghadapi perubahan yang ada. 

Terimplementasi 

Inovasi 

-Gagasan Baru 

-Produk/Jasa 

-Upaya Perbaikan 

 

  Antusias Terhadap Perubahan 

-Unfreezing 

-Movement 

-Refreezing 

Proaktif 

-Kemampuan Identifikasi peluang 

-Menunjukan Inisiatif 

-Mengambil Tindakan 

-Gigih 

Implementasi Core Values Adaptif di Bagian Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Biro Organisasi Daerah Provinsi Lampung 

Tidak Terimplementasi 

Gambar 2. Kerangka Pikir 



III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

dalam melakukan penelitian, dengan kata lain penulis mampu mendeskripsikan 

dan menganalisis objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan. 

Dengan melakukan penelitian deskriptif kualitatif yang berwilayah pada ruang 

yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah, namun dari penelitian tersebut 

nantinya dapat dikembangkan secara luas sesuai dengan keadaan dilapangan. 

Dengan dibekali oleh teori dari wawasan yang luas agar dapat melakukan 

wawancara secara langsung terhadap informan, menganalisis dan 

mengkontribusikan objek yang diteliti agar lebih jelas. 

 

Menurut Sugiyono (2017 : 9), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan 

atauinterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif, 

analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat 

untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkronstruksi fenomena, 

dan menemukan hipotesis. 

 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih untuk melakukan sebuah 

penelitian dalam proses studi guna memperoleh pemecahan masalah penelitian 

yang sedang dilakukan (Hamid Darmadi,2011:52). Penelitian ini berlokasi di 

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, alasan peneliti memilih 
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lokasi tersebut adalah karena lokasi ini strategis dalam pengumpulan data yang 

terkait dengan fokus penelitian . 

 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Tujuan utama penetapan fokus penelitian adalah untuk membantu peneliti 

dalam melakukan penelitiannya, dengan menetapkan arah dan kerangka kerja 

yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan adanya 

fokus penelitian maka akan mempertahankan arah yang terfokus dan 

terstruktur secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk membatasi diskusi yang 

terlalu luas dan menyimpang dari fokus utama penelitian, sehingga membantu 

dalam mengidentifikasi informan yang dapat memberikan informasi yang lebih 

dapat diandalkan dan valid (Sugiyono, 2019:275). 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Core Values 

Adaptif. Adaptif dapat diartikan terus berinovasi dan antusias dalam 

menggerakan ataupun menghadapi perubahan, terdapat tiga kata kunci dalam 

Core Values Adaptif yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan dan proaktif. 

 

➢ Inovasi 

• Gagasan Baru 

Para ASN harus memiliki pemikiran yang kritis untuk mengamati 

suatu fenomena yang sedang terjadi. 

• Produk atau Jasa 

ASN harus mampu membuat dan mengimplementasikan sebuah 

kebijakan dan peraturan yang baru, sebagai bentuk lanjutan gagasan 

baru. 

• Upaya Perbaikan 

Para ASN harus dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan 

terhadap kebijakan dan peraturan yang dibuat sebelumnya. 

 

➢ Antusias Terhadap Perubahan: 

• Unfreezing atau Pencarian 

Para ASN harus memiliki motivasi untuk berubah sesuai dengan 
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yang diinginkan organisasi. 

• Movement atau Bergerak 

Para ASN diberikan informasi baru, model perilaku baru, atau cara 

baru dalam melihat sesuatu sesuai yang diinginkan organisasi. 

• Refreezing atau Pembekuan 

Para ASN dituntut harus menstabilakan perilaku dan sikap terhadap 

perubahan yang sedang terjadi. 

 

➢ Kepribadian Proaktif 

• Kemampuan Mengidentifikasi Peluang Para ASN harus mampu 

menemukan dan menyadari peluang yang ada disekitar untuk 

berkontribusi terhadap organisasi. 

• Menunjukkan Inisiatif 

Para ASN harus memiliki kemauan untuk memperbaiki hal yang 

salah dan selalu mencari cara yang lebih baik untuk mengerjakan 

sesuatu. 

• Mengambil Tindakan 

Para ASN harus mampu mewujudkan ide atau gagasannya menjadi 

kenyataan dan membuat perubahan dilingkungan kerjanya. 

• Gigih 

Para ASN harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan 

gagasan dan keyakinannya hingga mencapai perubahan yang 

diinginkan, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. 

 

 

3.4 Penentuan Informan 

Informan dalam penelitian ini akan dipilih secara purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa diartikan 

sebagai suatu proses pengambilan data wawancara, kemudian pemilihan orang 

yang akan diwawancarai dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, 

asalkan tidak menyimpang. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu : 

➢ Informan Kunci (Key Informan) 

Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat 
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memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan denganpenelitian dan 

tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Informan kunci (key 

informan) pada penelitian ini adalah Kepala Bagian Reformasi Birokrasi 

dan Akuntabilitas Kinerja OrganisasiPada Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi Lampung yaitu Anoeng Priady Santosa. Hal ini 

dikarenakan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja Organisasi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung adalah informan yang mengetahui dan memahami mengenai 

kinerja Aparatur Sipil Negara di Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Lampung. 

 

➢ Informan Tambahan 

Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian 

yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. 

Informan tambahan pada penelitian ini adalah, Zulfiqri Umro selaku 

Pejabat Fungsional, Lidyawati selaku Analis Rencana Program dan 

Kegiatan dan Netty Noprina selaku Pejabat Fungsional. 

 

 

3.5 Jenis Data 

Jenis data digunakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, 

peneliti merasa perlu untuk memperoleh data-data yang dapat memudahkan 

peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui 

data primer dan data sekunder. 

➢ Data Primer 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan secara langsung yang di peroleh dari lokasi yang telah 

ditentukan. Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan 

terhadap narasumber yang berkaitan dalam penelitian. Adapun sumber 

data primer dari penelitian ini adalah pimpinan di Bagian RB&AK Biro 

Organisasi yakni Kepala Bagian RB&AK dan ASN yang berada di bagian 

RB&AK. 
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➢ Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan-bahan berupa: dokumen, buku-buku, jurnal, makalah, 

artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan 

ini. 

 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2016:309) menyebutkan bahwa “pengumpulan data 

dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak 

pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi “. Jenis 

pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini diharapkan dapat 

saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan sesuai degan penelitian. 

➢ Observasi 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:318) yaitu observasi adalah 

dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi. Teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku 

manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan dilakukan pada responden 

yang tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pengamatan langsung dengan cara mengamati dan mencatat langsung di 

lokasi penelitian dengan gejala yang ada kaitannya dengan objek yang 

diteliti. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

proses Implementasi Core Values Adaptif di Bagian RB & AK Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

 

 

➢ Wawancara 

Wawancara menurut Sugiyono (2016:194) menyatakan bahwa: 

wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Peneliti melakukan teknik wawancara 
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dengan tujuan menggali informasi mendari dari responden mengenai 

Implementasi Core Values Adaptif di Bagian RB & AK Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Dalam wawancara peneliti 

bertindak sebagai pewawancara sekaligus sebagai pemimpin dalam proses 

wawancara tersebut. Sedangkan responden adalah orang yang 

diwawancarai yang dimintain informasi oleh peneliti. 

Peneliti telah melakukan wawancara di lokasi yang telah peneliti tentukan 

sebelumnya yaitu di Bagian RB&AK Biro Organisasi. Kemudian data yang 

diperoleh dari para informan tersebut dideskripsikan kembali guna 

kecukupan data yang diperlukan. 

 

➢ Dokumen 

Menurut Sugiyono (2016:329) menyebutkan bahwa dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian 

kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan 

dokumen yang di dapatkan di lapangan. 

Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data yang berhubungan 

dengan penelitian ini yakni ; 

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan 

Employer Branding Aparatur Sipil Negara. 

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/316/B.07/2023 Tentang 

Roadmap Penguatan Budaya Kerja ASN BerAKHLAK di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Lampung. 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara. 

 

4. Bagan Struktur Pegawai Di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung 

5. Profil Pegawai di Bagian RB&AK Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung 

6. Kondisi lingkungan kerja di Bagian RB&AK Biro Organisasi Sekretariat 

Daerah Provinsi  
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3.7 Teknik Pengolahan Data 

Setelah data-data yang diperlukan sudah tergali dan terkumpul, maka langkah 

selanjutnya mengolah data tersebut menggunakan teknik- teknik sebagai 

berikut: 

1. Editing (Pemeriksaan Data) 

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari 

kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian 

dan relevansinya dengan data yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan proses editing terhadap hasil data observasi, wawancara, dan 

dokumen Implementasi Core Values Adaptif di Bagian RB & AK Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 

 

2. Classifying (Klasifikasi) 

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal 

dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan 

pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat 

tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan 

sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi 

mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif 

yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam 

bagian- bagian yang memliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh 

pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari 

dokumen.  

 

3. Verifying (Verifikasi) 

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat 

dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam 

penelitian. 

 

4. Concluding (Kesimpulan) 

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam 

proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi 
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sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah 

concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari 

tiga proses sebelumnya: editing, classifying, dan verifying 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data 

yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di 

lapangan,. Langkah-langkah analisis data kualitatif adalah reduksi data, display 

data, serta kesimpulan dan verifikasi. 

• Reduksi data 

Reduksi data yaitu pemilihan relevan tidaknya antara data dengan tujaun 

penelitian. Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, 

disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting 

sehingga lebih mudah dikendalikan. 

• Display data 

Display data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti 

berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok 

permasalahan. 

• Penarikan kesimpulan dan verifikasi data 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data dimaksudkan untuk mencari 

makna atas dua data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, 

persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan 

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan 

makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian 

tersebut. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data 

dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian 

lebih tepat dan objektif. 

 

 

 

3.9 Teknik Keabsahan Data 

Setiap penelitian memerlukan adanya standar untuk melihat drajat kepercayaan 
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atau kebenaran hasil penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif standart 

tersebut disebut dengan keabsahan data. Lincon dan Guba (dalam Moleong) 

mengatakan bahwa dalam menentukan keabsahan data diperlukan adanya 

teknik pemeriksaan yang didasarkan atas empat indikator, yaitu: 

➢ Uji kepercayaan (Credibility) 

Fungsi dari uji kepercayaan ini adalah sebagai pelaksanaan inkuiri dengan 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat 

dicapai dan mempertunjukkan uji kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan melakukan pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang telah diteliti. 

➢ Keteralihan (Transferability) 

Dalam keteralihan ini peneliti mencari dan mengumpulkan kejadian 

empiris tentang kesamaan konteks, yang berarti peneliti akan bertanggung 

jawab menyediakan data deskriptif secukupnya. 

➢ Ketergantungan (Dependability) 

Cara yang dilakukan adalah dengan memeriksa dan melacak suatu 

kebenaran, untuk menjamin kebenaran penelitian kualitaitif. 

➢ Kepastian (Confirmability) 

Dalam hal ini penelitian dikatakan obyektif atau tidak bergantung pada 

persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan 

seseorang. Apabila dalam pemeriksaan keabsahan tersebut ternyata 

menunjukkan bahwa hasil tersebut dapat memenuhi kriteria yang 

diharapkan, maka hasil penelitian ini nantinya dapat dikatakan valid. 



IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. .Tugas 

dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur staf, berdasarkan Peraturan 

Gubernur No.59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Pasal 3);  

- Ayat (1) yaitu Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur 

dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. 

- Ayat (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: 

a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b.  pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada 

instansi Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan susunan Organisasi Sekretariat 

Daerah yang termuat dalam pasal (4) ayat (1) susunan organisasi 

Sekretariat Daerah, terdiri dari; 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

d. Asisten Administrasi Umum; dan 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dengan demikian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pelaksana 
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kebijakan Gubernur menyangkut semua aspek yang menjadi 

tanggungjawabGubernur. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut 

Sekretaris Daerah sebagai pimpinan Sekretariat Daerah dibantu oleh 3 bidang 

Asisten dan kelompok Jabatan Fungsional. 3 bidang Asisten tersebut 

membawahi sembilan (9) Biro yakni ; 

- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 biro yakni; 

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 

b. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan  

c. Biro Hukum. 

- Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 Biro yakni; 

a. Biro Perekonomian; 

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa; dan 

c. Biro Administrasi Pembangunan. 

- Asisten Administrasi Umum yakni; 

a. Biro Organisasi; 

b. Biro Umum; dan 

c. Biro Administrasi Pimpinan. 

Masing masing Biro memiliki tugas dan fungsi yang di atur berdasarkan 

Peraturan Gubernur No.59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagai 

berikut, 

 

- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, 

otonomi daerah, dan kerja sama, pejabat negara dan legislatif. (2) Untuk 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro 

Pemerintahan dan Otonomi Daerah, mempunyai fungsi: a. Penyiapan 

perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan 

kerja sama, pejabat negara dan legislatif; b. Penyiapan pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi 
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daerah, dan kerja sama, pejabat negara dan legislatif; c. penyiapan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, 

otonomi daerah, dan kerja sama, pejabat negara dan legislatif; dan d. 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

 

- Biro Kesejahteraan Rakyat 

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengkoordinasian 

perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental 

spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat 

pelayanan dasar. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi: a. penyiapan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, 

kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan 

dasar; b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di 

bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, 

kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; c. penyiapan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang 

tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan 

di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, 

kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh atasan. 

 

- Biro Hukum 

Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan dan 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang peraturan 

perundang-undangan provinsi, pembinaan dan pengawasan produk hukum 

kabupaten/kota, dan bantuan hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum, mempunyai fungsi: a. 

penyiapan bahan, perencanaan, perumusan, pengkoordinasian di bidang 

peraturan perundangundangan provinsi; b. penyiapan bahan, perencanaan, 
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perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang 

pengawasan produk hukum kabupaten/kota; c. penyiapan bahan, 

perencanaan, perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah di bidang bantuan hukum; d. penyiapan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan tugas peraturan perundangundangan provinsi, pembinaan dan 

pengawasan produk hukum kabupaten/kota, dan bantuan hukum; dan e. 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

- Biro Perekonomian Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengkoordinasian 

perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan 

perekonomian, sumber daya alam, produksi dan pemasaran, dan Badan Usaha 

Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Perekonomian, mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan 

perekonomian, sumber daya alam, produksi dan pemasaran, dan Badan Usaha 

Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi; b. penyiapan pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan perekonomian, 

sumber daya alam, produksi dan pemasaran, dan Badan Usaha Milik Daerah 

dan Lembaga Ekonomi; c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, 

dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang 

kebijakan perekonomian, sumber daya alam, produksi dan pemasaran, dan 

Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Ekonomi; dan d. pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh atasan. 

 

- Biro Pengadaan Barang dan Jasa 

    Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang 

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan 
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Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan 

pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan berkaitan dengan tugas dan 

fungsi. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Biro Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai fungsi: a. penyiapan 

perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadan barang dan jasa, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa; b. penyiapan pengkoordinasian pelakasanaan tugas 

perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 

pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa; c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan 

layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan 

barang dan jasa; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

- Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan mempunyai 

tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan 

tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang administrasi penyiapan rumusan kebijakan pembangunan 

daerah, administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Pembangunan, mempunyai fungsi: 

a. penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

administrasi penyiapan rumusan kebijakan pembangunan daerah, administrasi 

pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan; b. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah di bidang administrasi penyiapan rumusan kebijakan pembangunan 

daerah, administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan 

pelaksanaan pembangunan; c. penyiapan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak 

yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

kebijakan di administrasi penyiapan rumusan kebijakan pembangunan daerah, 

administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan, dan pelaporan 
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pelaksanaan pembangunan; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

atasan. 

 

- Biro Organisasi (1) Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten 

Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana. (2) Untuk menyelenggarakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi mempunyai 

fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

b. penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja 

dan tatalaksana; c. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; d. penyiapan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, 

reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan e. 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

 

- Biro Umum  

(1) Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum 

dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan 

evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, 

Biro Umum, mempunyai fungsi: a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang 

rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, tata usaha; b. penyiapan 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi 

keuangan dan aset, tata usaha; dan c. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan 

oleh atasan.  

 

- Biro Administrasi Pimpinan  
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(1) Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan, mengoordinasikan membantu 

pimpinan dan Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan 

kebijakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi program dan kegiatan, 

penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang 

komunikasi pimpinan serta protokol. (2) Untuk menyelenggarakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Administrasi Pimpinan, 

mempunyai fungsi: a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha 

pimpinan, protokol serta materi dan komunikasi pimpinan; b. Penyiapan 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, 

protokol serta materi dan komunikasi pimpinan; dan c. pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh pimpinan dan Asisten Administrasi Umum yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

 

 

4.2 Gambaran Umum Biro Organisasi  

Sebagaimana yang telah di ungkapkan di atas, bahwa Biro Organisasi 

merupakan satuan kerja yang bertugas untuk membantu penyiapan perumusan 

kebijakan daerah, termasuk pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengkoordinasian pelaksaaan tugas perangkat daerah serta pemantauan dan 

evaluasi implementasi kebijakan daerah yang terkait dengan bidang 

kelembagaan dan aanalisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja dan tatalaksana. Dari tugas pokok tersebut ada beberapa hal yang 

berhubungan dengan tujuan dan sasaran Biro Organisasi, yaitu :  

- Tujuan  

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 

1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada 

pernyataan visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung serta didasarkan pada 

isu- isu dan analisa strategis. 

 

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun. Adapun dalam hal ini kaitan tujuan yang 

ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Gubernur Provinsi 

Lampung yang telah ditetapkan berdasarkan pada isu-isu strategis. Untuk itu 
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tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari 

masingmasing misi. 

 

Adapun Tujuan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang 

relevan untuk Misi Provinsi Lampung yaitu Misi 2 “Mewujudkan “Good 

Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan 

Publik” yaitu Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi melalui 

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran 

serta Tatalaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota. (RENJA 2023)  

 

- Sasaran Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam 

kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Biro 

Organisasi Tahun 2019-2024 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis. 

 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek 

dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh 

karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.  

 

Adapun yang menjadi Sasaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung berdasarkan misi dan visi gubernur adalah “Meningkatnya 

Implementasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Kelembagaan yang 

tepat fungsi dan ukuran serta Tatalaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota”. 

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Lampung, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten 

Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
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tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang 

Kelambagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja dan Tatalaksana. Biro Organisasi mempunyai fungsi ; 

a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan 

tatalaksana; 

b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja dan tatalaksana; 

c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja dan tatalaksana; 

d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan 

akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

4.2.2 Struktur Biro Organisasi 

Biro Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan struktur 

kerja yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Gubernur No.59 Tahun 2021 

Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Lampung, di dalam Lampiran satu (1) yakni Struktur Biro 

Organisasi berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari: 

 

1. Kepala Biro Organisasi memiliki tugas yakni ; 

Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum 

dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja dan tatalaksana. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Organisasi mempunyai fungsi: a. 
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Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis 

jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; b. 

penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas 

kinerja dan tatalaksana; c. penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi 

birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; d. penyiapan pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; 

dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.  

 

2. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, memiliki tugas dan fungsi 

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

kelembagaan, analisis jabatan, dan perencanaan dan pelaporan. (2) Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Bagian 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan 

perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan 

perencanaan dan pelaporan; b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan 

dan pelaporan; c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan 

dan pelaporan; d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan dan perencanaan 

dan pelaporan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Biro Organisasi. 

 

3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, memiliki tugas dan 

fungsi yakni; Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 
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mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan 

budaya kerja. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada 

ayat (1), Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai 

fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi 

birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; b. penyiapan bahan 

pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; c. penyiapan bahan pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; d. penyiapan bahan pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang reformasi birokrasi, 

akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh atasan. (3) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro 

Organisasi. 

 

4. Bagian Tatalaksana, memiliki tugas dan fungsi yakni ; Bagian Tatalaksana 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan 

daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 

pelayanan publik. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Bagian Tatalaksana, mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan 

perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan 

dan pelayanan publik; b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan 

kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 

pelayanan publik; c. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas 

perangkat daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 

pelayanan publik; d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang tata usaha, tatalaksana pemerintahan dan 
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pelayanan publik; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 

 

1) Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas yakni; Sub Bagian Tata Usaha 

mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, 

keuangan, administrasi umum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, 

pendokumentasian, perencanaan pemeliharaan perlengkapan, perencanaan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, melaksanakan pembinaan Pegawai 

ASN. (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut: a. 

melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; b. melaksanakan 

pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, 

serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; c. melaksanakan pelayanan 

administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan 

barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta 

pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; d. melaksanakan pengkajian bahan 

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. melaksanakan penyusunan 

bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan 

lingkup biro; f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan 

RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan 

LPPD lingkup biro; g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan 

hasil pemeriksaan lingkup biro; h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan 

perlengkapan biro; i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan; j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan k. melaksanakan 

tugas lain yang diberikan oleh atasan. (3) Sub Bagian Tata Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian 

Tatalaksana. 

 

Berdasarkan tugas dan fungsi dari masing masing unit kerja yang ada di Biro 

Organisasi dapat di lihat secara grafis dalam bagan struktur organisasi yang 

menunjukkan hubungan kerja secara vertikal maupun secara horizontal 

sehingga terlihat batas tanggungjawab dan wewenang dari masing masing 

unit kerja, seperti yang tertera di bawah ini : 
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Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Lampung 

 

 

4.2.3 Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung Tahun 2024, adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun   2004   tentang   Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang   Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- 

Gambar 3. Bagan Struktur Biro Organisasi 
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Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor   5   Tahun   2014 Tentan 

Aparatur Sipil Negara; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor   13   Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 

Tahun 2019-2024; 

10. Peraturan Gubernur   Lampung   Nomor   16   Tahun   2018 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 

2019; 

11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2021 tentang Analisis 

Standar Belanja Pemerintah Provinsi Lampung. 

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Lampung. 

 

4.2.4 Kondisi Kepegawaian Bagian RB&AK Biro Organisasi 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi di Bagian RB&AK Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka di butuhkan personil 

yang di anggap mampu untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan 

yang tertuang dalam tugas dan fungsi masing masing. Berdasarkan data yang 

di dapat dari Biro Organisasi, di bawah ini digambarkan tentang kondisi 

kepegawaian Bagian RB &AK Biro Organisasi dari beberapa aspek, yaitu; 

a. Kondisi pegawai berdasarkan aspek kepangkatan 

b. Kondisi pegawai berdasarkan aspek jabatan 

c. Kondisi pegawai berdasarkan aspek tingkat pendidikan 
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d. Kondisi pegawai berdasarkan gender 

e. Kondisi pegawai berdasarkan status kepegawaian 

 

Untuk mengetahui kondisi kepegawaian di Bagian RB&AK Biro 

Organisasi secara lebih jelas, dibawah ini di tampilkan tabel berdasarkan 

berbagai aspek yang di kemukakan di atas, sebagai berikut; 

 

Tabel 1. Kondisi Pegawai berdasarkan Aspek Kepangkatan 

No Golongan/Pangkat Jumlah 
Pegawai 

1 Pembina Tingkat 1 IV/b 1 orang 

2 Pembina IV/a 5 Orang 

3 Penata Tingkat 1 III/d 3 Orang 

4 Penata Muda Tingkat 1 III/b 1 Orang 

5 Pekerja tenaga harian lepas 2 Orang 

   

Jumlah : 12 Orang 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa komposisi kepangkatan di 

Biro Organisasi yang tertinggi adalah Kepala Bagian RB&AK Biro 

Organisasi dengan kepangkapatan/ golongan Pembina Tingkat 1 IV/b,   

Pegawai   dengan pangkat/golongan Pembina IV/a sejumlah 5 orang, 

begitupun dengan pegawai dengan pangkat/golongan Penata Tingkat 1 III/d 

yang berjumlah 3 orang, kemudian pegawai dengan pangkat/golongan 

Penata Muda III/b sebanyak 1 orang. Sedangkan pegawai yang tidak memiliki 

pangkat/golongan berstatus PTHL berjumlah 2 orang 
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Tabel 2. Kondisi Pegawai Berdasarkan Aspek jabatan 

No. Jabatan Jumlah 

1. Kepala Bagian 1 Orang 

2. Pejabat Fungsional 6 Orang 

3. Staff 5 Orang 

  Jumlah : 12 Orang 

  

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Lampung 

 

 

Sesuai dengan data yang tertera dalam tabel di atas, komposisi jabatan di 

Bagian Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi, 

terdiri dari 1 orang Kepala Bagian, 6 orang Pejabat Fungsional dan 5 orang 

Staff. 

 

 

Tabel 3. Kondisi pegawai berdasarkan aspek tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Pegawai Jumlah 

1. Magister (Strata 2) 9 Orang 

2. Sarjana (Strata 1) 2 Orang 

3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 1 Orang 

  Jumlah : 12 Orang 

 

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Lampung 

 

Bertitik tolak dari data di atas, jumlah pegawai dilihat dari tingkat 

pendidikannya di dominasi pegawai yang memiliki pendidikan formal 

Magister (Strata 2) dengan jumlah 9 orang, selanjutnya pegawai yang 

berpendidikan formal Sarjana (Strata 1) dengan jumlah terbanyak kedua yaitu 

2 orang, sedangkan yang berpendidikan formal SLTA berjumlah 1 orang.  
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Tabel 4. Kondisi Pegawai Berdasrkan Gender 

No. Gender Jumlah 

1. Laki-Laki 5 Orang 

2. Perempuan 7 Orang 

Jumlah : 12 Orang 

 

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Lampung 

 
Data yang tertuang pada tabel di atas, menunjukkan bahwa dari aspek 

gender jumlah pegawai yang bergender laki-laki sebanyak 5 orang serta 7 

orang bergender perempuan. Dengan demikian terdapat keseimbangan 

jumlah pegawai dari aspek gender di Bagian RB&AK Biro Organisasi 

walaupun tidak sama dalam segi jumlah tetapi mendekati keseimbangan. 

Kondisi Pegawai ini adalah untuk kondisi Seluruh Pegawai Di Bagian 

RB&AK Biro Organisai 

 

 



VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Berdasarkan Implementasi Core Values Adaptif Bagian Reformasi Birokrasi dan 

Akuntabilitas Kinerja (Studi Kasus Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung) ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut; 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap implementasi core value Adaptif 

pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa nilai ini telah 

mulai diinternalisasi sebagai bagian dari transformasi budaya kerja aparatur 

sipil negara (ASN). Core value Adaptif, yang menekankan pada kemampuan 

untuk responsif terhadap perubahan, terbuka terhadap pembaruan, serta 

memiliki fleksibilitas dan daya lenting dalam menghadapi tantangan, menjadi 

sangat relevan dalam konteks reformasi birokrasi yang menuntut inovasi, 

antusias terhadap perubahan dan kepribadian proaktif. 

 

1. Inovasi 

Berdasarkan hasil penelitian pada Bagian RB&AK Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menunjukan belum maksimalnya 

pengimplementasian indikator Inovasi dalam Core Values Adaptif, 

walaupun dilihatkan dengan memperlihatkan tingkat insiatif yang tinggi 

dalam menaggapi hal baru di Budaya Kerja yang baru ini. Inovasi yang 

diberikan berupa pengadaan beberapa pelatihan oleh pimpinan salah 

satunya merupakan pelatihan E-Catalogue yang sempat menjadi 

permasalahan yang dominan di lingkup kerja Bagian RB&AK. Tetapi 

karena sifat organisasi yang bersifat hierarkies, dimana keputusan atau 
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arahan selalu berasal dari pimpinan. Sehingga para ASN tidak bisa 

melakukan inovasinya sendiri karena sifat organisasi kita yang hierarkis ini. 

Oleh karena itu dibutuhkan hubungn yang baik antara pimpinan dan 

pegawai di Bagian RB&AK supaya proses-proses seperti ini lebih sering 

terjadi karena pimpinan lah yang nantinya akan mengambil keputusan 

terakhir.  

2. Antusias Terhadap Prubahan  

Pada indikator Antusias Terhadap Perubahan berdasarkan hasil penelitian 

yang dilaksanakan di Bagian RB&AK Biro Organisasi para ASN sudah 

memenuhi indikator Antusias Terhadap Perubahan, hal ini dapat dilihat dari 

tingginya antusias ASN dalam menghadapi perubahan khususnya 

perubahan yang bergerak ke arah teknologi seperti E-Catalogue dan 

Absensi melaui aplikasi SIKAP. Salah satu faktor dari tingginya antusiasme 

para ASN juga didorong oleh peran Agen Perubahan yang selalu 

menunjukan perilaku dan sikap yang baik serta menjadi penggerak 

perubahan di Bagian RB&AK Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Lampung. Selain itu, sikap antusias terhadap perubahan menjadi indikator 

penting dari keberhasilan implementasi nilai ini. Pegawai yang adaptif 

menunjukkan semangat dalam menghadapi dinamika organisasi, tidak 

mudah terpaku pada kebiasaan lama, serta menunjukkan kesiapan mental 

dan emosional dalam menerima transformasi kebijakan maupun prosedur 

kerja. Antusiasme ini menjadi modal sosial yang kuat dalam mempercepat 

pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi hasil. 

 

3. Kepribadian Proaktif  

Berdasarkan hasil penelitian pada Bagian RB&AK Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Lampung secara menyeluruh menunjukan 

belum diimplementasikannya indikator Kepribadia Proaktif dalam Core 

Values Adaptif dengan sempurna. Hal ini bisa dilihat dari sifat organisasi 

yang bersifat hierarkies, dimana para ASN harus menunggu arahan dari 

atasan untuk melakukan suatu hal, tidak bisa menggunakan inisiatifnya 

sendiri, sehingga Kepribadian Proaktif ini tidak bisa diimplementasikan 
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dengan maksimal ASN yang proaktif tidak hanya menunggu perintah atau 

arahan, melainkan secara aktif mencari peluang untuk berkontribusi, 

memperbaiki sistem, dan menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa 

paksaan eksternal. Kepribadian seperti ini sangat dibutuhkan dalam 

organisasi publik yang ingin berkembang menjadi lebih modern, agile, dan 

kompetitif. 

 

Menurut pendapat penulis Implementasi core value Adaptif di Bagian Reformasi 

Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung mencerminkan upaya yang serius dalam menjawab tantangan 

birokrasi modern yang dinamis dan berorientasi hasil. Nilai Adaptif, yang 

menuntut ASN untuk responsif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, 

serta fleksibel dalam menghadapi dinamika lingkungan kerja, telah mulai 

diinternalisasikan dalam berbagai aspek, baik melalui perubahan pola pikir 

pegawai, peningkatan keterampilan digital, maupun penyederhanaan proses 

kerja. Kesimpulannya Implementasi Core Values Adaptif di Bagian RB&AK 

Biro Organisasi belum berjalan secara maksimal karena masih menggunakan 

sistem hierarkies sehingga para ASN biasa yang memiliki inisiaptif untuk 

melakukan tindakan yang berguna untuk memudahkan pekerjaan tidak bisa 

melakukannya, karena semua keputusan akhir akan selalu ada ditangan 

pimpinan. Sehingga mustahil rasanya untuk mengimplementasikan Core Values 

Adapif ini dengan sempurna. 

 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi core value Adaptif di 

lingkungan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, terdapat 

beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan guna memperkuat 

internalisasi nilai ini secara menyeluruh dan berkelanjutan. Agar implementasi 

nilai Adaptif dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan, sejumlah 

langkah strategis perlu dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah 

Provinsi Lampung. Nilai Adaptif tidak cukup hanya dipahami sebagai slogan, 
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melainkan harus dibentuk melalui proses internalisasi yang sistematis dan 

melibatkan seluruh elemen organisasi. Berdasarkan pengamatan dan refleksi 

dari hasil studi kasus, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan: 

 

1. Peningkatan kompetensi para ASN   

Bagian RB&AK harus melakukan peningkatan kompetensi ASN melalui 

pendidikan, pelatihan, maupun evaluasi secara rutin dan terus menerus. Untuk 

meningkatkan kapasitas adaptif ASN, perlu dilakukan pelatihan secara 

berkelanjutan yang mencakup aspek literasi digital, manajemen perubahan, 

dan pengembangan soft skills seperti komunikasi, kepemimpinan, dan 

pengambilan inisiatif. 

2. Meningkatkan motivasi para ASN 

Bagian RB&AK melakukan peningkatan motivasi pegawai dengan 

memberikan apresiasi kepada ASN yang bekerja dengan sangat baik sehingga 

dapat mempengaruhi kinerja ASN yang lain. Bagian Lingkungan kerja 

RB&AK harus dibentuk agar mendorong inisiatif dan keberanian untuk 

menyuarakan ide. Pimpinan perlu membuka ruang dialog, membiasakan 

diskusi ide, serta memberi kepercayaan kepada staf untuk mengelola proyek 

atau perubahan kecil secara mandiri. Ini akan menumbuhkan rasa 

kepemilikan dan tanggung jawab dari bawah ke atas (bottom-up 

engagement). 

3. Sosialisasi  Core Values BerAKHLAK 

Diperlukannya sosialisasi Core Values Berakhlak kepada para ASN, sehingga 

ASN memahami dan dapat menerapkan prinsip Core Values BerAKHLAK 

khususnya pada nilai Adaptif sesuai dengan apa yang diharapkan. Nilai dasar 

ASN, termasuk Adaptif, perlu disosialisasikan tidak hanya melalui media 

formal seperti surat edaran atau banner, tetapi juga melalui diskusi internal, 

refleksi kelompok, dan forum pembelajaran organisasi yang bersifat 

interaktif. Sosialisasi ini harus disesuaikan dengan konteks kerja dan 

tantangan yang dihadapi masing-masing bagian, agar lebih membumi dan 

relevan. 
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4. Menguatkan peran Agen Perubahan 

Diperlukannya pengutan peran Agen Perubahan supaya para ASN bisa terus 

melakukan perubahan yang lebih baik lagi kedepannya. Adaptivitas tidak bisa 

berjalan sendiri dalam satu bagian. Diperlukan kolaborasi lintas bidang, baik 

di dalam Biro Organisasi maupun dengan OPD lain, agar reformasi birokrasi 

yang adaptif dapat berjalan secara sistemik dan terintegrasi. Kerja sama ini 

juga membuka peluang pertukaran praktik baik dan penguatan inovasi lintas 

sektor. 

5. Bounding antara pimpinan dan pegawai 

Implementasi nilai Adaptif hanya akan berhasil jika ditopang oleh 

keteladanan dari pimpinan unit kerja. Para pejabat struktural harus menjadi 

role model dalam menghadapi perubahan, bersikap terbuka terhadap kritik, 

dan aktif mendorong transformasi proses kerja. Keteladanan yang konsisten 

menciptakan efek domino yang positif terhadap budaya organisasi secara 

luas. Di perlukannya pendekatan lebih mendalam antar pimpinan dan 

pegawai supaya dapat terciptanya lingkungan kerja yang nyaman sehingga 

para pegawai bisa dengan nyaman menyampaikan pemikirannya terkait hal-

hal yang menyangkut proses kerja, supaya prinsip Core Values Adaptif bisa 

dijalankan dengan maksimal 
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